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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dari permasalahan yang di temukan 

pada bab-bab sebelumnya,maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai 

berikut: 

1. Seseorang tidak mungkin dimintai suatu pertanggungjawaban pidana 

apabila orang tersebut tidak melakukan perbuatan tindak pidana. Syarat 

pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kemampuan yang 

dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawaban suatu perbuatan 

pidananya yang telah merugikan orang lain dan orang tersebut mampu 

untuk bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 44 KUHP tentang 

kemampuan bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pada putusan 

NO:587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST dimana terdakwa AS Als Agung, 

DFM Als Defa dan AJ Als Ahmad dan dapat di Pertanggungjawabkan 

Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia karena telah memenuhi 

unsur  kesalahan, mampu bertanggungjawab, adanya alasan pembenar 

dan pemaaf, adanya unsur tindak pidana 

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak 

pidana jual beli organ tubuh manusia berdasarkan dua jenis pertimbangan 

yaitu yang pertama pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang 

didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berupa 

surat dakwaan JPU, alat bukti, Barang bukti tuntutan JPU dan 

pertimbangan hakim yang kedua yaitu pertimbangan non Yuridis adalah 



keadaan yang berkaitan seperti hal-hal yang memberatkan terdakwa dan 

hal-hal yang meringankan terdakwa  
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas,maka penulis menyarankan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Faktor ekonomi menjadi alasan terjadinya tindak pidana jual beli organ 

tubuh manusia dengan dalih kurangnya kemampuan ekonomi untuk terus 

bertahan hidup sehingga pelaku gelap mata dan berfikir pendek untuk 

melakukan pidana jual beli organ tubuh manusia. Dengan adanya 

pembinaan mental dan peningkatan mutu serta skill manusia dalam 

berkompetisi di dunia kerja dapat kiranya menurunkan angka kasus 

pidana jual beli organ manusia karna dengan adanya lapangan kerja dan 

di iringi dengan kemampuan induvidu dalam bersaing maka factor 

ekonomi yang kurang bisa diatasi dan pada akhirnya dampak yang akan 

terlihat adalah menurunnya angka tindak pidana terutama dalam studi 

kasus ini adalah tindak pidana jual beli organ tubuh manusia. 

2. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk menekan kaus tindak pidana jual 

beli organ tubuh manusia adalah dengan menguak jaringan  jual beli 

organ tubuh manusia baik jaringan lokal maupun internasional dan 

menguak siapa pemain/bos dari jual beli organ tubuh manusia tersebut. 

Pemberantasan para penadah organ tubuh illegal juga merupakan solusi 

jitu untuk mengurangi bahkan bisa menghilangkan kasus jual beli organ 

tubuh manusia. Karna dengan hilangnya para penandah organ tubuh 

tersebut dapat membuat para bos/pelaku jual beli organ kesulitan untuk 

memasarkan organ tubuh manusia.dan pada akhirnya kasus jual beli 

organ tubuh manusia di Indonesia bisa diminimalisir bahkan tidak 



menutup kemungkinan kasus jual beli organ tubuh manusia di Indonesia 

bisa dihilangkan dengan syarat,setelah kasus pidana jual beli organ di 

Indonesia dapat di kendalikan maka harus adanya pengawasan yang 

super ketat terhadap jaringan internasional jual beli organ tubuh mansuia 

untuk masuk ke Indonesia. 

3. Pentingnya pemberian hukuman yang berat hingga hukuman mati pada 

pelaku jual beli organ tubuh manusia guna memberikan efek jera kepada 

pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia dan pada akhirnya 

jaringan jual beli organ tubuh manusia dapat minimalisir dengan 

ancaman pidana tersebut 
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